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 This study aims to ascertain property rights ownership resulting 
from mixed marriages.  This study employs normative legal 
research, analyzing the Agrarian Law in conjunction with the 
Marriage Law through both a statutory and conceptual approach 
concerning land rights ownership. The legal materials utilized 
include primary, secondary, and tertiary sources pertin ent to the 
issues examined, culminating in a descriptive qualitative 
analysis. The research shows that The regulation governing land 
ownership rights for Indonesian citizens married to foreign 
nationals stipulates that ownership rights must be transferred, 
prohibiting foreign nationals from holding land rights. The legal 
consequence mandates that the land must be transferred within 
one year; failure to do so will result in the land becoming state 
property. Consequently, a marriage agreement is essential to 
ensure that assets brought into the marriage do not become joint 
property. In the absence of a marriage agreement, the transfer of 
ownership rights is obligatory. 
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 Studi ini bertujuan untuk memastikan hak kepemilikan tanah 
yang timbul dari perkawinan campuran.   Penelitian ini 
menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti 
Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Perkawinan 
menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual 
terkait hak kepemilikan tanah.   Sumber hukum yang digunakan 
mencakup sumber primer, sekunder, dan tersier yang relevan 
dengan masalah yang diteliti, dengan hasil yang dinilai secara 
kualitatif dalam format deskriptif.  Hasil penelitian menunjukkan 
peraturan yang mengatur hak kepemilikan tanah bagi warga 
negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing 
mewajibkan pengalihan kepemilikan, melarang warga negara 
asing untuk memiliki tanah.   Oleh karena itu, tanah tersebut 
harus disampaikan dalam waktu satu tahun; jika tidak, tanah 
tersebut akan kembali menjadi milik publik. Akibatnya, 
perjanjian pranikah sangat penting untuk mencegah konversi 
properti yang dimiliki secara individu menjadi properti bersama 
setelah menikah.   Dalam ketidakhadiran perjanjian pranikah, 
kepemilikan harus disampaikan. 
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I. Pendahuluan   

Setiap individ u ̀ bercita-cita uǹtuk̀ melestarikan garis ketur̀uǹan mereka, dan ini 
dicapai melaluì pernikahan. òPerkawinan merup̀akan hak yang paling mendasar 
dimiliki oleh man us̀ia, hal ini diat ur̀ dalam ketentuàn Pasal 28 B ayat (1) Uǹdang-
Uǹdang Dasar Negara Repub̀lik Indonesia ( uǹtuk̀ selanjut̀nya disebut̀ dengan UÙD̀ 
NRI)ó. Indonesia ingin menjadi negara yang diat ur̀ dengan huk̀um̀ sehingga 
kehidup̀an sehari-hari warganya diat ur̀ oleh huk̀um̀, seperti halnya perkawinan.  
Perkawinan sendiri diat ur̀ dalam ketentuàn òUǹdang-Uǹdang Nomor 1 Tahuǹ 1974 
tentang Perkawinan (yang selanjut̀nya disebut̀ dengan UÙ ̀Perkawinan).ó Perkawinan 
sendiri didefinisikan dalam ketent uàn Pasal 1 UÙ ̀Perkawinan yang mengatur̀ sebagai 
berikut̀:  

òPerkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang 
wanita sebagai suàmi isteri dengan tuj̀uàn membentuk̀ keluàrga (rum̀ah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuh̀anan Yang Mahaesa.ó  

 
Sebelum̀ berlakuǹya UÙ ̀ tersebut̀ perkawinan sendiri diat ur̀ dalam ketentuàn 
KUH̀Perdata, yang dimana masih terlihat peninggalan h uk̀um̀ hindia belanda yang 
terlihat dari terdapatnya s uàatu ̀penggolongan masyarakat.1 Berdasarkan hal tersebut̀ 
pul̀a yang diatur̀ Pasal 66 UÙ ̀Perkawinan yang mengatur̀:  

òUǹtuk̀ perkawinan dan segala sesuàtu ̀yang berhub̀uǹgan dengan perkawinan 
berdasarkan atas Uǹdang-uǹdang ini, maka dengan berlakuǹya Uǹdang-
uǹdang ini ketent uàn-ketentuàn yang diatur̀ dalam Kitab Uǹdang-uǹdang 
Huk̀um̀ Perdata (Bur̀gerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen 
(Huẁelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peratur̀an Perkawinan 
Campur̀an (Regeling op de gemengde Huẁelijken S. 1898 No. 158), dan peratur̀an-
peratur̀an lain yang mengatur̀ tentang perkawinan sejauh̀ telah diatur̀ dalam 
Uǹdang-uǹdang ini, dinyatakan tidak berlak u.̀ó  
 

Aturan  yang berlaku ̀ saat ini adalah UÙ ̀ Perkawinan selain UÙ ̀ tersebut̀ maka 
ketentuàn lain dianggap tidak berlak u ̀ lagi. Perkawinan campur̀an diatur̀ dalam 
ketentuàn Pasal 57 UÙ ̀Perkawinan yang mengatur̀ sebagai berikut̀:  

òYang dimaksud̀ dengan perkawinan campur̀an dalam Uǹdang-uǹdang ini 
ialah perkawinan antara d uà orang yang di Indonesia tuǹduk̀ pada huk̀um̀ 
yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu ̀ pihak 
berkewarganegaraan Indonesia.ó  

 
WNA sendiri diat ur̀ dalam ketentuàn Uǹdang òUǹdang Nomor 6 Tahuǹ 2011 tentang 
Keimigrasian (uǹtuk̀ selanjut̀nya disebut̀ dengan UÙ ̀ Keimigrasian)ó diatur̀ dalam 
ketentuàn Pasal 1 angka 9 UÙ ̀Keimigrasian mengatur̀ sebagai berikut̀  
 òOrang Asing adalah orang yang buk̀an warga negara Indonesia.ó  
 

 
1 J. H. Ghazaly, òKepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Perkawinan Campuran,ó JCH (Jurnal 

Cendekia Hukum) 5, no. 1 (2019): 117-130., https://doi.org/10.33760/jch.v5i1.183.  
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Perkawinan campur̀an ini didasari oleh Regeling op de Gemengde Huẁilijken (GHR) yang 
mengatur̀ bahwa sebagai berikut̀:2  

òHuẁelijken tus̀sen personen, die in indonesie ann een verschillend recht onderworpen 
zijn, worden gemengde huẁelijken genoemd. 
Terjemahan 
Yang disebut̀ dengan perkawinan campur̀an ialah perkawinan antara orang -
asing yang di Indonesia tuǹduk̀ pada huk̀um̀ yang berlainanó 

 
Dalam perkawinan camp ur̀an, pasangan harus̀ memiliki kewarganegaraan yang akan 
mereka pilih setelah perkawinan. Mereka dapat mengik ut̀i warga negara pasangannya 
atau ̀ tetap di kewarganegaraannya uǹtuk̀ mendapatkan persetuj̀uàn huk̀um̀ dari 
negara tersebut̀.3 Dengan adanya suàtu ̀ perbuàtan huk̀um̀ ini maka tent uǹya akan 
menimbul̀kan akibat -akibat huk̀um̀ lainnya, yakni  menimbul̀kan konsekuènsi-
konsekuènsi huk̀um̀, yang salah satuǹya berkaitan dengan pertanahan. Ini berkaitan 
dengan harta yang dimiliki oleh pasangan yang menikah selanj ut̀nya menjadi milik 
bersama selama perkawinan tersebut̀ tidak terjadi perjanjian kawin. Ketika seorang 
WNI tersbeut̀ menikah dengan WNA tanpa perjanjian kawin, hak mereka menjadi 
hilang.  Pasal 20 ayat (1) UÙP̀A mengatur̀ hak milik sebagai berik ut̀: 

òHak milik adalah hak tur̀uǹ-menur̀uǹ, terkuàt dan terpenuh̀ yang dapat 
dip uǹyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuàn dalam pasal 6.ó 

 
Kepemilikan tanah oleh WNI terseb ut̀ menjadi terpengaruh̀ akibat perkawinan 
campur̀an ini karena penerapan Asas Nasionalisme yakni mengatur̀ bahwa  
 

òhanya WNI yang dapat memiliki hak atas tanah terseb ut̀.4ó  
 
Pertanahan sendiri diatur̀ yakni òUǹdang-Uǹdang Nomor 5 Tahuǹ 1960 tentang 
Peratur̀an Dasar Pokok-Pokok Agrariaó bahwa tanah tersebut̀ hanya dapat dimiliki 
oleh warga negara Indonesia itu ̀ sendiri, dimana asas ini dikenal dengan asas 
nasionalisme.5 Ketika perkawinan camp ur̀an tidak dilak uk̀an dengan adanya 
perjanjian kawin, masalah muǹcul̀. Berdasarkan prinsip nasionalis, hak atas tanah 
yang dimiliki WNI akan hilang dan pengalihan har us̀ dilakuk̀an. Sehingga sangat 
penting uǹtuk̀ dilak uk̀annya suàtu ̀perjanjian kawin bagi yang melak uk̀an perkawinan 
campur̀an hal ini berkaitan dengan harta kekayaan yang dibawa oleh masing -masing 
pasangan tersebut̀, hal ini sebagai bentuk̀ antisipasi uǹtuk̀ menghindari permasalahan 

 
2 Anak Agung Deby Wulandari, òTanggung Jawab Notaris Akibat Batalnya Akta Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli Tanah Karena Cacat Hukum,ó Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan 3, 
no. 3 (2018): 436ð45. https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04   

3 I. K. Tjukup et al., òAkta Notaris (Akta Otentik) Sebagai Alat Bukti Dalam Peristiwa Hukum 
Perdata,ó Acta Comitas꜡: Jurnal Hukum Kenotariatan 2, no. 3 (2016): 180ð88, 
https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p05   

4 A. Suprijanto, òLitik Hukum Pertanahan Bagi Warga Negara Asing Berdasarkan UU Nomor 5 
Tahun 1960,ó CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Pendidikan Kewarganegaraan 6, no. 2 (2017), 
https://doi.org/10.26877/civis.v6i2.1902.   

5 K. T. Pradnyana and I. K. Mertha, òKedudukan Pejabat Sementara Notaris Dalam Hal Notaris 
Diberhentikan Sementara Dari Jabatannya,ó Acta Comitas꜡: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 2 
(2021): 367ð84, https://doi. org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p12.  

https://doi.org/10.24843/AC.2018.v03.i03.p04
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dik èmud̀ian hari yang b èrkaitan d èngan harta bawaan.6 Adanya p èrjanjian kawin 
tèrsèbut̀ bèrarti t èrdapat suàtu ̀pèmisahan harta dari WNI dan WNA yang m èlakuk̀an 
pèrkawinan camp ur̀an tèrsèbut̀, sèhingga harta kèpèmilikannya t ètap mènjadi 
kèpèmilikannya tanpa m ènjadi harta k èpèmilikan s ècara bèrsama. Pasal 21 ayat (1) 
UÙP̀A mèngatur̀ bahwa :  
 òHanya warga-nègara Indonèsia dapat mèmpuǹyai hak milik.ó  
 
Pèrtanyaan yang timb ul̀ sèlanjut̀nya adalah bagaimana dèngan hak milik atas tanah 
dari WNI yang t èlah mèlakuk̀an pèrkawinan camp ur̀an tèrsèbut̀. Sèlanjut̀nya dalam 
Pasal 21 ayat (3) UÙP̀A mèngatur̀ kètika sèsèorang kèhilangan kèwarganègaraannya 
maka orang tèrsèbut̀ wajib m èlèpaskan hak itu ̀didalam jangka wakt u ̀satu ̀tahuǹ sèjak 
dip èrol èhnya hak tèrsèbut̀ atau ̀hilangnya k èwarga-nègaraan itu.̀ Jika sèsud̀ah jangka 
wakt u ̀ tèrsèbut̀ lampau ̀ hak milik it u ̀ dil èpaskan, maka hak tèrsèbut̀ hapus̀ karèna 
huk̀um̀ dan tanahnya jatuh̀ pada Nègara, dèngan kètèntuàn bahwa hak-hak pihak lain 
yang mèmbèbaninya tètap bèrlangsuǹg.ó  Sèhingga apabila sèorang WNI yang t èlah 
mènikah d èngan WNA tanpa dilak uk̀an suàtu ̀pèrjanjian kawin maka WNI t èrsèbut̀ 
harus̀ mèlèpaskan hak kèpèmilikannya dalam masa 1 tahuǹ. Bègitu ̀ pul̀a hak milik 
yang dip èrol èh WNA kar èna pèrcampur̀an harta (tanpa adanya pèrjanjian 
pèrkawinan) akibat p èrkawinan camp ur̀an.7 Sèhingga dikar ènakan WNI t èrsèbut̀ tèlah 
mènikah d èngan WNA maka WNI akan k èhilangan hak k èwarganègaraannya sèbagai 
warga nègara Indonèsia, sèhingga harus̀ mèlèpaskan hak kèpèmilikannya atas tanah 
tèrsèbut̀ dalam jangka wakt u ̀ 1 tahuǹ. Jadi, bèrdasarkan masalah yang ada, pènul̀is 
ingin m èlakuk̀an pènèlitian t èntang pèrkawinan camp ur̀an, khus̀us̀nya tèntang cara 
hak kèpèmilikan tanah dib èrikan.   
 
Bèrdasarkan pèrmasalahan yang tèlah di ur̀aikan maka rum̀us̀an pèrmasalahan yang 
diguǹakan yakni sèbagai Bagaimana pèngatur̀an kèpèmilikan hak atas tanah akibat 
adanya pèrkawinan camp ur̀an ? sèrta Bagaimana akibat huk̀um̀ kèpèmilikan hak atas 
tanah akibat adanya pèrjanjian kawin dalam p èrkawinan camp ur̀an ? Tuj̀uàn 
pènèlitian ini uǹtuk̀ mèngètahuì pèngatur̀an kèpèmilikan hak atas tanah akibat adanya 
pèrkawinan camp ur̀an sèrta akibat huk̀um̀ kèpèmilikan hak atas tanah akibat adanya 
pèrjanjian kawin dalam p èrkawinan camp ur̀an   
 
Pèmbahasan pènèlitian j ug̀a diduk̀uǹg dèngan pènèlitian t èrdahul̀u ̀ yang tèntuǹya 
jug̀a tèrdapat p èrbèdaan dalam pènul̀isannya. Pènèlitian yang dilak uk̀an olèh òAtika 
Sandra Dèvió yang bèrjud̀ul̀ òAnalisis Pèrkawinan Camp ur̀an Dan Akibat 
Huk̀um̀nyaó8 pènèlitian m èmfok us̀kan kèpada pèrkawinan camp ur̀an yang bèrkaitan 
dèngan akibat huk̀um̀nya, dèngan hasil pènèlitian m ènuǹjuk̀an bahwa akibat 
huk̀um̀nya yang bèrkaitan d èngan kèdud̀uk̀an anak dari pèrkawinan camp ur̀an 
dimana k èwarganègaraan yang dipèrol èh mènèntuk̀an huk̀um̀ yang bèrlaku.̀ Sèrta 

 
6 I. B. P. Prawira, I. K. R. Setiabudhi, and D. G Rudy, òTerjadinya Force MajeureDalam 
Penyimpanan Minuta Akta Notaris,ó Acta Comitas꜡: Jurnal Hukum Kenotariatan 8, no. 1 (2023): 
83ð93, https://doi.org/10.24843/AC.2023.v08.i01.p7.   

7 Sintya Wahyu Wulan Astari and Ni Luh Gede Astariyani, òKedudukan Orang Tua Angkat 
Terkait Wali Anak Dibawah Umur Sebagai Penghadap Dalam Akta Notaris,ó Acta Comitas꜡: 
Jurnal Hukum Kenotariatan 10, no. 1 (2025), https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p8.   

8 Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis Perkawinan Campuran Dan Akibat Hukumnya. 
Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan), 5(1), 179ð191. 
https://doi.org/10.33395/juripol.v5i1.11323  



 

 
Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 10 No. 02 Agustus 2025, h. 386 - 398  

         ISSN: 1978-1520 

390 

 

pènèlitian t èrdahul̀u ̀lainnya yang dilak uk̀an olèh òMuh̀amad Irvanó dèngan jud̀ul̀nya 
yakni òProsès Pèralihan Hak Milik Atas Tanah Kar èna Pèwarisan Dalam Pèrkawinan 
Campur̀anó9 pènèlitian ini l èbih bèrfok us̀ kèpada prosès dari pèralihak hak it u ̀sèndiri 
yang tèrjadi akibat p èwarisan di p èrkawinan camp ur̀an, òdèngan hasil pènèlitian 
tèrkait d èngan pèwarisan dalam p èrkawinan camp ur̀an jug̀a pèrl u ̀dilak uk̀annya suàtu ̀
pèrjanjian pisaha harta uǹtuk̀ dapat mèmiliki ha katas tanah t èrsèbut̀, karèna tanpa 
adanya pèrjanjian kawin makan tanah t èrsèbut̀ akan dil èpaskan haknya. Sèhingga 
bèrdasarkan ur̀aian tèrsèbut̀ pènèlitian ini dilak uk̀an dèngan bèrjud̀ul̀ òKèpèmilikan 
Hak Milik Atas Tanah Akibat T èrjadinya P èrkawinan Camp ur̀anó 
 

2. Metode Penelitian  

Pènèlitian normatif dilak uk̀an dalam pènèlitian ini yang bèrtuj̀uàn uǹtuk̀ mènèmuk̀an 
kèbènaran dèngan dasar analisis tèrhadap pèratur̀an pèruǹdang-uǹdangan10 yakni 
bèrkaitan d èngan kèduà UÙ ̀Pèrkawinan dan P èrtanahan, yang mèmèriksa bagaimana 
pèrkawinan camp ur̀an bèrkaitan d èngan kèpèmilikan tanah.  M ètodè pèruǹdang-
uǹdangan sèrta pèndèkatan analitis dan konsèptuàl yang bèrkaitan d èngan konsèp 
pèrjanjian kawin dig uǹakan. Tuj̀uàn dari pèndèkatan ini adalah uǹtuk̀ mènjawab 
masalah dèngan duk̀uǹgan dari bèbèrapa bahan huk̀um̀.tèknik p ènul̀isan yang 
diguǹakan mèrup̀akan tèknik p ènul̀isan yang bèrsifat d èskriptif, yakni m ènjèlaskan 
sècara dètail k èmud̀ian k èsimpul̀an. 

3. Hasil  Dan Pembahasan 

3.1. Pengaturan Kepemilikan Hak Atas Tanah Akibat Adanya Perkawinan Camp uran 

Landasan UÙP̀A adalah Pasal 33 Ayat (3) UÙD̀ RI 1945. Pasal itu ̀mèngatur̀ bahwa 

òbum̀i, air, dan r uàng angkasa yang tèrkanduǹg di dalamnya dik uàsai nègara 
dan dip èrguǹakan sèbèsarbèsarnya uǹtuk̀ kèmakmur̀an rakyat.ó  

Asas nasionalitas dalam UÙP̀A Pasal 1 Ayat (1), (2), dan (3) yang bèrkaitan d èngan 
kèpèmilikan atas tanah t èrsèbut̀ yakni b èrup̀a pèrmuk̀aan bum̀i yang bèrada diatas 
hanya dimiliki ol èh warga nègara Indonèsia tanpa adanya warga nègara asing. 
Sèhingga hal ini b èrkaitan d èngan tanah, dalam Kamus̀ Bèsar Bahasa Indonèsia 
disèbut̀kan pèngèrtian m èngènai tanah, yaitu ̀pèrmuk̀aan bum̀i atau ̀lapisan bum̀i yang 
di atas sèkali. Pèngèrtian tanah diat ur̀ dalam Pasal 4 UÙP̀A mèngatur̀ sèbagai bèrik ut̀.ó  

òAtas dasar hak mènguàsai dari Nègara sèbagai yang dimaksud̀ dalam Pasal 2 
dit èntuk̀an adanya macam-macam hak atas pèrmuk̀aan bum̀i, yang dis èbut̀ 
tanah, yang dapat dibèrikan k èpada dan dipuǹyai ol èh orang-orang, baik 
sèndiri ma up̀uǹ bèrsama-sama dèngan orang lain sèrta badan-badan huk̀um̀ó. 

Pasal 57 UÙ ̀Pèrkawinan yakni s èbagai bèrik ut̀:  

 
9 M. Irvan, K. Warman, and S Arnetti, òProses Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena 
Pewarisan Dalam Perkawinan Campuran,ó Lambung Mangkurat Law Journal 4, no. 2 (2019): 7, 
https://doi.org/10.32801/lamlaj.v4i2.120. . 

10 M. Ramdhan, Metode Penelitian (Jakarta: Cipta Media Nusantara, 2021). h. 7 
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òPèrkawinan antar d uà orang yang di Indon èsia tuǹduk̀ pada huk̀um̀ yang 
bèrlainan, kar èna pèrbèdaan kèwarganègaraan dan salah satu ̀ pihak 
bèrk èwarganègaraan Asing dan salah satu ̀ pihak b èrk èwarganègaraan 
Indon èsia.ó  

Harta bèrsama yang dimiliki ol èh suàmi istri m èrup̀akan suàtu ̀ akibat huk̀um̀ dari 
adanya pèrkawinan. 11 Hal ini s èsuài dèngan kètèntuàn Pasal 35 ayat (1) UÙ ̀
Pèrkawinan yang m èngatur̀ bahwa:  

òHarta bènda yang dip èrol èh sèlama pèrkawinan m ènjadi harta bèrsama.ó 

Dèngan harta bèrsama ini maka suàtu ̀harta yang dimiliki s èorang istri t èrmasuk̀ jug̀a 
dèngan harta yang dimiliki s uàmi tèrsèbut̀. Adanya suàtu ̀ pèrkawinan camp ur̀an 
mènyèbabkan konsèkuè̀nsi tèrhadap harta yang dimiliki s èorang WNI, yakni s èsuài 
dèngan kètèntuàn Pasal 21 ayat (3) UÙP̀A:  

òOrang asing yang sètèlah bèrlakuǹya uǹdang-uǹdang ini m èmpèrol èh hak 
milik kar èna pèwarisan tanpa wasiat atau ̀ pèrcampur̀an harta karèna 
pèrkawinan, d èmikian p ul̀a WNI yang m èmpuǹyai hak milik dan s ètèlah 
bèrlakuǹya uǹdang-uǹdang ini k èhilangan k èwarganègaraannya wajib 
mèlèpaskan hak itu ̀di dalam jangka wakt u ̀1 (satu)̀ tahuǹ sèjak dip èrol èhnya 
hak tèrsèbut̀ atau ̀hilangnya k èwarganègaraan itu.̀ Jika dalam jangka tèrsèbut̀ 
lampau ̀hak milik it u ̀tidak dil èpaskan, maka hak tèrsèbut̀ hapus̀ karèna huk̀um̀ 
dan tanahnya jatuh̀ kèpada nègara, dèngan kètèntuàn bahwa hak-hak pihak 
lain yang mèmbèbaninya tètap bèrlangsuǹg. 

Karèna pasangan yang mènikah m èmiliki k èwarganègaraan yang bèrbèda, 
pèrkawinan camp ur̀an dapat mènyèbabkan pèrcampur̀an harta bèrsama. Dalam hal 
ini, huk̀um̀ Indon èsia mènètapkan bahwa warga asing tidak dapat m èmiliki hak 
milik. 12 Sèhingga dip èrl uk̀an suàtu ̀pèrjanjian kawin uǹtuk̀ mèmisahkan harta bènda 
tèrsèbut̀ antara sèorang WNI d èngan sèorang WNA. Sèhingga pèntingnya suàtu ̀
pèrjanjian kawin adalah agar WNI tidak k èhilangan haknya atas kèpèmilikan tanah 
tèrsèbut̀.13 Pèrjanjian kawin diat ur̀ dalam k ètèntuàn Pasal 29 ayat (1) UÙ ̀Pèrkawinan 
yang mèngatur̀ sèbagai bèrik ut̀:  

òPada waktu ̀ atau ̀ sèbèlum̀ pèrkawinan dilangs uǹgkan, kèduà pihak atas 
pèrsètuj̀uàn bèrsama dapat mèngadakan pèrjanjian t èrtul̀is yang disahkan ol èh 
Pègawai pèncatat pèrkawinan, s ètèlah mana isinya bèrlaku ̀jug̀a tèrhadap pihak 
kètiga sèpanjang pihak k ètiga tèrsangkut̀.ó  

 
11 Praminingrat, A. I. A., & Yusa, I. G. (2025). Pengaturan Pidana Terhadap Ketidakpatuhan 

Notaris Atas Dasar Tidak Melapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan 
(PPh). Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan, 10(1). 
https://doi.org/10.24843/AC.2025.v10.i01.p9.  

12 I. Ora and D. Rudy, òKedudukan Lembaga Perbankan Sebagai Pembeli Lelang Eksekusi Hak 
Tanggungan Atas Jaminanya,ó Acta Comitas꜡: Jurnal Hukum Kenotariatan 6, no. 2 (2021): 310 ð
321, https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i02.p08.   

13 D. Mulyati, òPelaksanaan Perjanjian Pemisahan Harta Dalam Perkawinan Warga Negara 
Indonesia Dengan Warga Negara Asing,ó Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 5, no. 2 
(2017): 263ð82, https://doi.org/10.29303/ius.v5i2.460.   
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Sèrta bèrdasarkan Put̀us̀an Mahkamah Konstitus̀i (MK) nomor 69/P UÙ-̀XIII/2015 
mèmbèrikan tafsir bar u ̀ mèngènai pèrjanjian pèrkawinan. Put̀us̀an ini 
mèmpèrbol èhkan pèrjanjian pèrkawinan dib uàt sèlama masa pèrkawinan b èrlangsuǹg, 
tidak hanya sèbèlum̀ pèrkawinan (pranikah) s èpèrti yang diat ur̀ sèbèlum̀nya dalam 
UÙ ̀Pèrkawinan .  

Sèsèorang yang bèrhak mèngèsahkan pèrjanjian kawin t èrsèbut̀ adalah sèorang 
Notaris, yang dimana m èmbuàt akta pèrjanjian kawin d èngan notarial sèhingga 
mèmèbèrikan suàtu ̀ pèmbuk̀tian yang sifatnya sèmpur̀na sèsuài Pasal 1868 
KUH̀Pèrdata yang sèlanjut̀nya didaftarkan pada Dinas Catatan Sipil dan 
Kèpèndud̀uk̀an (uǹtuk̀ non mus̀lim), atau ̀ Kantor Ur̀us̀an Agama (uǹtuk̀ um̀at 
mus̀lim).14 Sama halnya dnègan pèrjanjian yang lainnya bahwa p èrjanjian kawin ini 
sifatnya mèngikat sèbagai pèratur̀an pèruǹdang-uǹdanga.15 Bèrdasarkan Put̀us̀an 
Nomor 69/P UÙ-̀XIII/2015 Mahkamah Konstt us̀i (MK) m èngabul̀kan sèbagian uj̀i 
matèri UÙP̀A, jika mèlihat k ètèntuàn yang tèrdapat di dalam K UH̀Pèrdata maup̀uǹ 
UÙ ̀ Pèrkawinan maka t idak tèrdapat p èngèrt ian yang jèlas mèngènai pèrjanjian 
pèrkawinan, m èngènai harta kèkayaan dalam pèrkawinan, K UH̀Pèrdata mènganut̀ 
sistèm kèsatuàn harta suàmi istri, apabila suàmi istri ingin m èmbatasi atau ̀mènut̀up̀ 
kèbèrsamaan harta kèkayaan dalam pèrkawinan, maka dib uàtlah pèrjanjian kawin.  

Sistèm yang dianut̀ KUH̀Pèrdata mèrup̀akan apabila suàmi istri ingin m èmbatasi atau ̀
mènut̀up̀ kèbèrsamaan harta kèkayaan dalam pèrkawinan, maka dib uàtlah pèrjanjian 
kawin. 16 Sèhingga pèrjanjian kawin kont èksnya mèrup̀akan pilihan uǹut̀k mènguk̀ur̀ 
harta bawaan dari maisng-masing pihak , sèrta biasanya dalam pèrjanjian kawin 
mèngatur̀ pèmisahan harta, sèrta bagaimana pènyèlèsaiannya kètika t èrjadi p èrcèraian 
sèhingga harta bawaan darimasing-masing suàmi dan istèri dan harta bènda yang 
dip èrol èh masing-masing sèbagai hadiah atau ̀warisan, adalah dibawah p ènguàsaan 
masing-masing sèpanjang para pihak tidak m ènèntuk̀anlain.17  

Karèna pèntingnya p èrjanjian kawin bagi WNA yang m ènikah d èngan WNI, 
pèngatur̀an mèngènai hak milik dan harta b ènda dalam pèrjanjian kawin sangat 
pènting. Hal ini kar èna hal ini dapat m èmpèngaruh̀i bagaimana harta bèrsama dikèlola 
dan siapa yang bèrhak atas propèrti, t èrmasuk̀ prop èrti yang dimiliki WNA.  Mèlaluì 
pèrjanjian kawin, pasangan WNA dan WNI bisa m ènyèpakati p èmisahan atau ̀
pèngatur̀an harta yang dimiliki s ècara tèrpisah, tèrmasuk̀ harta yang dip èrol èh di l uàr 
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